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Menimbang

Mengingat

l i l i  i  ,

,',li i, r,i,, bah'WA :Kelompok (erja Pen,lempurnaan pedoman
r 1 r ,  i i ,  i ,  * '  '

i\, ii Perilaku Ffaftim yang dibentuk berdasarkan Kepu-
{  l  

' ,  ' 'S .  : . '\ , i ' , ! ,  rtqsan'Ketua Malekamah Agung Republik Indonesia
Nomor : KMA/094/$I(X/2006, tanggal 16 Oktober
2006 telah selesai melaksanakan tugas;

b. bahwa sebagai hasil dari penyempurnaan Pedoman
Perilaku Hakim tersebut perlu ditetapkan dengan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung untuk dapat
disosial isasikan dan dilaksanakan oleh seluruh
Hakim di Indonesia.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

hal 1 dr 20 SK KMA No.104 NSK/Xll/2006, tgl 22 Desember 2006 W PpH



2. Undang-Undang Republ ik  Indonesia Nomor 14

Tahun 1985 tentang Mahkarnah Agung seba-

gaimana telah diubah dan ditambah dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2404',

Memperhatikan : Hasil Kelompok Kerja Penyempurnaan Pedoman

Perilaku Hakim.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang Pedoman Perilaku Hakim bagi Hakim dari

Empat Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia,

Keputusan ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.

2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non

Yudis ia l .

3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung - Rl.

4. Para Hakim Agung Mahkamah Agung - Rl '
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5.

6.

7.

Sekretaris Mahkamah Agung - Rl.

Panitera Mahkamah Agung - Rl.

Para Hakim seluruh Indonesia.

i l .i

Ditetapkandi  :Jakar ta

Pada tanggal : 22 Desember 2006
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A. PEMBUKAAN

Bahwa keadilan merupakan kebutuhan pokok rohaniah setiap

orang dan merupakan perekat hubungan sosial dalam bernegara.

Pengadilan merupakan t iang utama dalam penegakan hukum dan

keadilan serta dalam proses pembangunan peradaban bangsa.

Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran

nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas

Negara. Hakim sebagai figur sentral dabm proses peradilan senantiasa

dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan

moral dan' meningkatkarl prof€sionalisme dalam menegakkan hukum

dan keadilan bagi masyarakat banyak. Putusan Pengadilan yang adil

menjadi puncak kearifan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang

terjadi dalam kehidupan bernegara. Futusan Pengadilan yang

diucapkan dengan irah-irah "Demi Keaditan Berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa" menunjukkan kewajiban menegakkan keadilan yang

dipertanggungjawabkan secara horisontal kepada sesama manusia dan

vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sikap Hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari

dan t irta merupakan cerminan peri laku Hakim yang harus senantiasa

berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil ,  bi jaksana,

berwibawa, berbudi luhur dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang

Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip pedoman Hakim dalam

bertingkah laku, bermakna pengamalan t ingkah laku sesuai dengan

agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan

yang adil dan beradab. Ketaqwaan tersebut akan mendorong Hakim

PEDOMAN PERI!-AKU HAKIM
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untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai tuntunan
agama masing-masing. Seiring dengan keluhuran tugas dan luasnya
kewenangan dalam menegakkan hukum dan keaclilan, sering muncul
tantangan dan godaan bagi para Hakim. Untuk itu, pedoman perilaku

Hakim merupakan konsekuensi dari kewenangan yang melekat pada
jabatan sebagai Hakim yang berbeda dengan warga masyarakat biasa.

Pedoman Peri laku Hakim ini merupakan panduan keutamaan
moral bagi Hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun
dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim
sebagai insan, Yang rnemiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan
komunitas sosiafnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adat
kebiasaan yang berlaku dalarn tata pergaulan masyarakat. Namun
demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan
tidak memihak, diperfukan dukungar,r sosiar yang bertanggung jawab.
Selain itu diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana
bagi Hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga
masyarakat. Untuk itu, menjadi'tugas dan tanggung jawab masyarakat
dan Negara rnemberi jaminan keamanan bagi Hakim dan pengadilan,

termasuk kecukupan kesejahtepah, kerayakan fasilitas dan
anggaran.Walaupun demit<iaq'ineskipun kondisi-kondisi di atas belum
sepenuhnya terwujud, lrei tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi
Hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan
yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.

Atas dasar kesadaran dan tanggung jawab tersebut, maka
disusunlah Pedoman Perilaku Hakim ini dengan memperhatikan
masukan dari Hakim di berbagai tingkatan dan lingkungan peradilan,

kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, serta pihak-pihak lain dalam
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masyarakat. Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan hasil perenungan

ulang atas pedoman yang pertama kali dicetuskan dalam Kongres lV
Luar Biasa IKAHI tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk Kode Etik
Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas Xll l  IKAHI
tahun 2000 di Bandung. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat
Kerja Mahkamah Agung Rl tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan
10 (sepuluh) prinsip Pedoman Peri laku Hakim. Proses penyusunan
pedoman ini didahului pula dengan kajian mendalam yang meliputi
proses perbandingan terhadap prinsip-prlnsip internasional, maupun
peraturan-peraturan $Rrupa yang diteHpkan di berbagai negara, antara
lain Bangaloro Prir,Jciples. Pq dpman Perilaku Hakim ini merupakan
penjabaran daii 

',iie 
1$ (senufurr) prinsip pedoman yang meliputi

kewajiban-,kewaJiban *uk,i : befperilaku adil, berperilaku jujur,

berperilaku arif dan'.h,ljdksanfl;;. ber$ikap' mandiri, berintegritas tinggi,

bertanggungijawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi,

berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional.

B. PENGERTIAN - PENGERTIAN. .:

1. "Hakim" adalah seluruh Hakim termasuk Hakim ad hoc pada semua

lingkungan badan peradifan dan semua tingkatan peradilan.

2. "Pegawai Pengadilan" adalah seluruh pegawai yang bekerja di

badan-badan peradilan.

3. "Pihak Benruenang" adalah pemangku jabatan atau tugas yang

bertanggung jawab melakukan proses dan penindakan atas

pelanggaran.

4. "Penuntut" adalah Penuntut Umum dan Oditur Militer.
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C. PENGATURAN

1. Berperi laku Adil.

Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada
tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan
pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di
depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar
dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi
kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap
orang. oleh karenanya; Seseorang yang melaksanakan tugas atau
profesi di bidang peradilan yahg memikul tanggung jawab
menegaltkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil
dengan tidak membeda.bedakan orang.

Penerapan : i :

1.1.  | . . !mum
l

1.1.1. Halrim t idak boleh memberikan kesan bahwa salah satu
pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk
Penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa
untuk mempengaruhi Hakim tersebut (fairness).

1.1.2. Dalam melaksanakan tugas peradilan, Hakim tidak
boleh, baik dengan perkataan, sikap, atau tindakan
menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan,
prasangka, membeda-bedakan atas dasar perbedaan

ras, jenis kelamin, agama, kebangsaan, perbedaan

kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial
ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan
dengan pencari keadilan atau orang-orang yang sedang
berhubungan dengan pengadilan.
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1.1.3. Hakim harus mendorong Pegawai Pengadilan, Advokat

dan Penuntut serta pihak lainnya yang tunduk pada

arahan dan pengawasan Hakim untuk menerapkan

standar perilaku yang sama dengan Hakim sebagaimana

disebutkan dalam but i r  1.1.2.

1.1.4. Hakim tidak boleh mengeluarkan perkataan, bersikap

atau melakukan t indakan, yang dapat menimbulkan

kesan yang beralasan dapat diartikan sebagai

kqberpihakan,tidak atau kurang memberikan kesempatan
?:

y?ng,, r,.. €ama, berprasangka, mengancam, atau

meny,,iOutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-

saksi,

keadilan kepada semua pihak dan

,, ; tida k be ritiftpfl ii F'l6;rkala.mata u ntu k me n g h u ku m.
i

t.Z. Mendengar Ke{ua Belah Fihak.

1.2..'.4,,,,, Hakim harus memberikap,, kesempatan yang sama
l, , kppaO1 eeiian orang. lthypusnya pencari keadilan atau

kUpsanya yang meryrprnyai kepentingan dalam suatu

proses hufurn di Fengadilan.

t/ 1.2.2. Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang

berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di

dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan

kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka,

diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar

prinsip persamaan perlakuan dan ketidak berpihakan.
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2. Berperilaku Jujur.

Kejujuran pada hakekatnya bermakna dapat dan berani menyatakan
bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.
Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan
membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang bati l .
Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang t idak berpihak
terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar
persidangan.

Penerapan :
r  . i .

2.1 .  Umum

2.11, H_akim harus berperilaku j|jur (fair) dan menghindari
perbuataft yang terCela' atau yang dapat menimbulkan

I .:. kesdflrfugiglq I r , ,

2.1.2. Hakim harus memastikan bahwa sikap, t ingkah laku dan

tindakannya, baik di dalam rnaupun di luar pengadilan,

selalu menjaga dan meninEkatkan kepercayaan

ffi:lfiH:;Jffifi.l iil:,;:illJilJi[l
Hakim dan lembaga peradilan (impartiality).

./

, /  Z.Z. Pemberian Hadiah.

Hakim tidak boleh meminta atau menerima dan harus

mencegah suami atau istr i  Hakim, orang tua, anak, atau

anggota keluarga Hakim lainnya, untuk meminta atau

menerima janji ,  hadiah, hibah, warisan, pemberian,

penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari :

a. Advokat;
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b, Penuntut:

c. Orang yang sedang diadil i ;

d. Pihak lain yang kemungkinkan kuat akan diadil i ,  atau

e. Pihak yang memil iki kepentingan baik langsung maupun
tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadil i
atau kernungkinan krtat akan eliadil i  oleh *{akinr yang
bersangkutan yang secara wajar (reasonable) patut
dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk
mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas
peradilannya.

fengecualiaru dari butir inl'adalah pemberian atau hadiah
'rang Oitinlau dari segala keadaan (circumstances) tidak akan
diartikan' afaut dir,ili sudkan untuk mempengaruhi Hakim
dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian
yFfrg bbrasal'darl saudara'atau ternan dalam kesempatan
tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar
keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan
lainnya, yang nilainya t idak melebihi Rp. s0o000,- (Lima
ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam
pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi
yang diatur dalam undang-Undang Tindak pidana Korupsi.

2.3. Pencatatan dan Pelaporan Hadiah dan Kekayaan.

, /  2 .3.1. Hakim wajib melaporkan secara tertulis pemberian yang
termasuk gratifikasi kepada Komisi pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (KPK) paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi
tersebut diterima.
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/ , t , Hakim wajib nnenyerahkan laporan kekayaan sebelum

dan setelah menjabat tanpa ditunda-tunda, bersedia

diperiksa kekayaan segera setelah memangku jabatan

dan setelah menjabat, serta wajib melakukan segala

upaya untuk memastikan kewajiban tersebut dapat

dijalankan secara baik, apabila diperlukan oleh pihak

yang benivenang, Hakim harus bersedia diperiksa

kekayaannya pada saat atau selama memangku jabatan'

3. Berperilaku Arif dan Biiaksana.

Arif dan bijaksana pada hakekatnya bermakna mampu bertindak

sesuar delga6-norm?r-norma' yqng hldup dalam mlsVarlkat baik

norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasan-kebiasan

maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada

saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.

Perilaku, yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi

yangberwawasan|uas,mempunyai tenggangrasayangt inggi ,

bersikap hati'hati, sabar dan santun'

PeneraPan :

3.1. Pemberian Pendqpat atau Keterangan'

3.1.1. Hakim tidak botbh memberi keterangan atau pendapat

mengenai substansi suatu perkara di luar proses

cersidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang

diper iksaataudiputusnyamaupunperkara|ain '

3 1 2 rff T::JT::"' #tr" -ilJ:1":""'#:;
prosedur beracara di Pengadilan atau informasi lain

yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari

suatu perkara.
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3.1.3. Hakim dapat mernberikan keterangan atau menulis

artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dan

bentuk-bentuk kontribusi lainnya yang dimaksudkan

untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai

hukum atau administrasi peradilan secara umum yang

tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara

tertentu.

9.1.4. Hakim dalam keadaan apapun t idak boleh memberi

keterangan; .pendapat, komentar, kritik atau pembenaran
'6eoarq' terbuka atasl iSUratU perkara atau putuSan

,,", pen$eidilan b,6ik' yang, belum maupun yang sudah

,.','"';i,t1t6{l'lpunyai kekuatan hukUm tetap dalam kOndisi
r i i ; t  ' ' " . * * -  '  - ' .

i  j , i  apapun"

3.1.5j , Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat,

komentar, kfitil< atau pembenaran secara terbuka atas

,'' ' suetu putusan pgngadilan yang telah memiliki kekuatan
'hul(um 

tetap, kecuali dalarn sebuah forum ilmiah yang

hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang

dapat mempengaruhi putusan Hakim dalam perkara lain.

3.2. Aktivitas Keilmuah, Sosial Kernasyarakatan.

3.2.1. Hakim dapat menulis, memberi kuliah, mengajar dan

berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan atau suatu upaya

pencerahanmengenaihukum,s is temhukum,

administrasi peradilan dan non-hukum, selama kegiatan-

kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk

memanfaatkan posisi Hakim dalam membahas suatu

perkara.
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3.2.2. Hakim boleh menjabat sebagai pengurus atau anggota

organisasi nirlaba yang bertujuan untuk perbaikan

hukum, sistem hukum, administrasi peradilan lembaga

pendidikan dan sosial kemasyarakatan, sepanjang t idak

mempengaruhi  s ikap kemandir ian Hakim.

3.2.3. Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari

partai poli t ik atau secara terbuka menyatakan dukungan

terhadap salah satu partai politik atau terlibat dalam

kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan

beralaenn bahwa Hakifi tersebut mendukung suatu

partai politik.

4. Bersikap Mandiri .

Mandiri pada hakekatnya bermakna mampu bertindak sendiri tanpa

bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas

dari pengaruh apapun.

Sikap mandiri tTrendorong terbentuknya perilaku Hakim yang

tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas

kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang

berlaku.

Penerapan :

Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri  dan

bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang

bersifat langsung maupun t idak langsung dari pihak manapun.
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5. BerintegritasTinggi.

lntegritas t inggi pada hakekatnya bermakna mempunyai kepribadian

utuh tak tergoyahkan, yang terwujud pada sikap setia dan tangguh

berpegang pada nilai-ni lai atau norma-norma yang berlaku dalam

melaksanakan tugas.

lntegritas t inggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang

berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan

mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran

dan keadilan, dan selalu berussha melakukan tugas dengan cara-

cara terbaik untuk rnencapai tujuan terbaik'

Penerapan

5,1 .  Umum

5.1.1. Hakim tidak boleh mengadil i  suatu perkara apabila
, memil iki konfl ik kepentingan, baik karena hubungan

pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain

yang beralasan (reasonable) patut diduga mengandung

konflik kepentingan.

5.1.2. Hakirn harus menghindari hubungan, baik langsung

maupun tidak langsung dengan Advokat, Penuntut dan

pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh

Hakim yang bersangkutan.

5.1.3. Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik

langsung maupun t idak langsung dengan Advokat yang

sering berperkara di wilayah hukum Pengadilan tempat

Hakim tersebut menjabat.

( S.l.+. pimpinan Pengadilan diperbolehkan menjal in hubungan

yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif dan
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dapat memberikan keterangan, pertimbangan serta

nasihat hukum selama hal tersebut t idak berhubungan

dengan suatu perkara yang sedang disidangkan atau

yang diduga akan diajukan ke Pengadilan.

5.2. Konfl ik KePentingan.

5.2.1.  Hubungan Pr ibadi  dan Kekeluargaan.

(1) Hakim dilarang mengadil i  suatu perkara apabila

memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda

sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri

,  l , l  r '  '  \  i  ,

r yang menangani perkara tersebut'

r i (2) ,HAkiF Uitgiibng "mengadili suatu perkara apabila

r , ir Hakiirt-jtu mgrniliki hubungan pertemanan yang
' r akrab denggn pihak yahg berperkara, Penuntut,

i r: Advokat, yang menangani perkara tersebut'

5.2.2. Hubtrngan Pekeriaan.

(1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila

pernah mengadili atau menjadi Penuntut, Advokat

atau Panitera dalam perkara tersebut pada

persidangan di Pengadilan t ingkat yang lebih

rendah.

(2) Hakim dilarang mengadil i  suatu perkara apabila

pernah menangani hal-hal yang berhubungan

dengan perkara atau dengan para pihak yang akan

diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain

sebelum menjadi Hakim.
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(3) Hakim

sebagai
pribadi,

dilarang menggunakan wibawa jabatan

Hakim untuk mengejar kepentingan

anggota keluarga atau siapapun juga.

(4) Hakim dilarang mengij inkan seseorang yang akan

menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-

akan berada dalam posisi khusus yang dapat

mempengaruhi Hakim secara t idak wajar dalam

melaksanakan tugas-tugas peradilan.

(5) Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang

masyarakat atau partai politik apabila Hakim

ernah aktif dalam organisasi,- 
tersebut masih atau P
kelornpok masyarakat atau partai politik tersebut.

t i  :  . f .  ' r ,  1  t . , ' l '  I  : .  , '  ,

5,2i3, Hubungan Finansial.

(1) Hakim harus mengetahui urusan keuangan
i : i :  i  ' .' , , ' , ' : , . : ,pr iba{ inya maupun beban-beban keuangan la lnnya

dan harus berupaya $ecara wajar untuk

mengetahui urusan keuangan para anggota

keluarganYa.

(2) Hakim tidark holeh menggunakan wibawa jabatan

sebagai Hakim untuk mengejar kepentingan

pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam

hubungan f inansial.

(3) Hakim tidak boleh mengij inkan pihak lain yang akan

menimbulkan kesan bahwa seseorang seakan-

akan berada dalam posisi khusus yang dapat

memperoleh keuntungan finansial.
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5.2.4. Prasangka dan Pengetahuan atas Fakta.

Hakim tidak boleh mengadil i  suatu perkara apabila
Hakim tersebut telah memil iki prasangka yang berkaitan
dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau
bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan
dis iCangkan.

5.3, Tata Cara Pengunduran Diri .

5.3.1. Hakim yang memil iki konfl ik kepentingan sebagaimana

diatur datam butir 5.2 wajib mengundurkan dir i  dari
memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan.

Keputuean untuk, rnengundurkan diri harus dibuat
:  i .

seawal mun$kin unttrk mengurangi dampak negatif yang

mungkin timbuf terhadap lembaga peradilan atau
persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara
jujur dan tidak berpihak.

5.g,2.Apabila muncul keragu-raguan bagi Hakim mengenai

kewajiban mengundurkan diri memeriksa dan mengadili

suatu perkara lebih baik memilih mengundurkan diri.

6. Bertanggungjawab.

Bertanggung jawab pada hakekatnya bermakna kesediaan dan

keberanian untuk melaksanakan semua tugas dan wewenang sebaik

mungkin serta bersedia menanggung segala akibat atas

pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut.

Rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang

mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian,

serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamanatkan.
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7. Meniunjung Tinggi Harga Diri .- _ - _ v v  

, . -  i , . , , , , . .

Harga diri pada hakekatnyd berma(na bahwa nada 
liri 

manusia

melekat marlabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan

di junjungt inggi .  ,  ,  : ,

Prinsip menjunjung t inggi harga dir i ,  : 'khususnya Hakim, akan

mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh,

sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan

dan martabat sebagai aparatui Peradilan'

PeneraPan :

7 .1.  Umum.

Penerapan:

6.1.  Penggunaan Predikat  Jabatan.

Hakim tidak boleh menyalahgunakan jabatan untuk

kepentingan pribadi atau pihak lain.

6.2. Penggunaan lnformasi Peradilan.

Hakim tidak boleh mengungkapkan atau menggunakan

informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan

sebagai Hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan

tu gas-tugas Pprad i lan'
'  

i i "  r '

Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga

peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar

pengadilan.
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7.2. Aktivitas Bisnis.

Hakim dilarang terl ibat dalam transaksi keuangan dan

transaksi usaha yang berpotensi memafaatkan posisi sebagai

Hakim.

7,3. Aktivitas lain-

Hakim dilarang menjadi Advokat, atau Pekerjaan lain yang

berhubungan dengan Perkara,

7.3.1. Hakim dilarang , bekeria dan menjalankan fungsi

sebagai layaknya seorang Advokat, kecualijika :

a. Hakim tersebult menjadi pihak di persidangan; atau

b, Memberikan nasinat hukum cuma-cuma untuk

i, anggota keluarga atau teman yang tengah

, '  mehghaOapi masailah.hukum. ,,

7.3,.2, Hakim ditarang bertindak sebagai arbiter atau mediator

dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam

jabatanyangsecarategasdiper intahkanatau

diperholehkan dalam undang-undang atau peraturan

' la in,  
"  ,

7.3.3. Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor,

administrator atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk

urusan pribadi anggota keluarga Hakim tersebut, dan

hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara

wajar( reasonable) t idakakanmempengaruhi
pelaksanaan tugasnya sebagai Hakim'

7 '3.4,Hakimdi larangme|akukanrangkapjabatanyang

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
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8. Berdisiplin Tinggi ...: i.

Disiplin pqda hal(ekatnya ibefmakna ketaatan pada norma-norma

atau kaidah-kaidah ,vang diyakin{ sebqgai panggilan luhur untuk

mengemban amana,h',Qprta kgpercayaan masyarakat pencari

7.4. Aktivitas Masa Pensiun.

Mantan Hakim sangat dianjurkan dan sedapat mungkin t idak

menjalankan pekerjaan sebagai Advokat yang berpraktek di

Pengadilan terutama di l ingkungan peradilan tempat yang

bersangkutan pernah menjabat, sekurang-kurangnya selama

2 (dua) tahun setelah memasuki masa pensiun atau berhenti

sebagai l- iakim

Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya ,pribadi yang tertib di

dalam nlelaksenakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha

untuk rnenjadi, t€ladan balam lingkungannya, serta tidak

menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

Penerapan:

8.1. Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta

melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara,

agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat

memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan'

8.2. Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses

peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara

secara sederhana, cepat dan biaya ringan'

keadilan.r
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9. Berperilaku Reftdah Hati
, ' :  .  

t '

Rendah hati , pada hakekalnya bermakna kesadaran akan

keterbatasan kernar$uan Oipl; , 19un dari kesempurnaan dan

terhindar dari setiap bentuk keangkuhan'

Rendahhat iakan,mFndorongterbentuknVasikal t" : : Imau
membuka diri: untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain'

menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan

kesederhanaan, penuh rasa syukur dqn iKhlas di dalam mengemban

tugas.

PeneraPan :

9.1.  Pengabdian'

Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah

pengabdian yang tulus, pekerjaan Hakim bukan semata-mata

sebagaimatapencahar ianda|amlapanganker jauntuk

mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat

yangakandiper tanggungjawabkankepadamasyarakatdan

Tuhan Yang Maha Esa'

8.3. Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatast

segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan

yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku'

g.4. Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus

menciistr ibusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil

dan merata, serta menghindari pendistr ibusian perkara kepada

Hakim yang memiliki konflik kepentingan'
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I 0. BersikaP Profesional"

Profes ionalpadahakal tatnyabermaknasuatusikapmoralyang

di landasio|ehtekaduntukrne|akslnakanl lker jaanyangdipi l ihnya

dengankesunggq.han,yangdidukpngo|ehkeahl ianatasdasar

O"rn","nr"n, **rampilan dan wawasan luas'

Sikappr:otestonataranmendorongterbentuknyapr ibadiyang' efno"'t"ttunfan m'utu pekerjaan' serta
senantiasa menjaga dan m

'
berusahar rr+ntuX'm€nihgkaft;n pengetahuan dan *]i.:tj." sehingga

;;; "etinggi_tingginya 
mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien'

i ,  i J  : .  r l '

PeneraPan : i lt i ,, ', ,r i 
':

10.1. Haklm ln;** mehgambil langkah-f1n3fan untuk memelihara

danmeningkatkanpenge. tahuan,keterampi landankua| i tas

pr ibadiurr tuk.dapatme|aksanakantugas. tugasperadi |an

secara baik ' r .  '  '  
, '  '  : - '  ' " "

10.z.Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab

adminis t rat i fdanbeker jasamadenganparaHakimdan
pejabatpengadi lanla indaIammenjaIankanadminis t ras i

Peradilan'

9.2. Popularitas

Hakimt idakbo|ehbers ikap,ber t ingkahlakuataume|akukan

tindakan mencari popularitas' pujian' penghargaan dan

sanjungan dari siaPaPun juga'
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D. PENUTUP

1. Hakim yang mengetahui atau menerima informasi yang dapat
dipercaya bahwa seorang Hakim lain telah melakukan pelanggaran

terhadap peraturan ini harus melakukan upaya yang layak untuk
menghindari hal tersebut berulang atau dapat menimbulkan
perlakuan yang t idak adil bagi para pihak, termasuk memberikan
informasi kepada pihak yang berwenang dalam pengawasan l-{akim.
Membiarkan pelanggaran, adalah bertentangan dengan semangat
membela korps Hakim dan fembaga peradilan pada umumnya.

Pelanggaran yanq dilakukan oleh,*individu-individu Hakim pada

akhirnya akan" melahirkap' ketidakperqayaan masyarakat pada

seluruh Hakim dan lernbaga peradilan.

2. Setiap Pimpinan Perlgadilail-i" haruq, berupaya sungguh-sungguh

untuk memastikan agar Haltim dl dstbm lingkungannya mematuhi

Pedoman Perilaku Hakirn ini" ' '.

: i

3. Pelanggaran terhadap Pedor.nan ini dapat diberikan sanksi. Dalam

menentukan sanfsi yang layak dr]atuliftan, harus dipertimbangkan

faktor-faktor yang berkaitan dpgan pelanggaran, yaitu latar

belakang, tingkat keseriu$an,, dan akibat dari pelanggaran tersebut

terhadap lembaga peradilan ataupun pihak lain.

Di tetapkan di :  J  a k a r t  a.
Tanggal : 22 Desember 2006

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA.

BAGIR MANAN
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